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ABSTRAK 
 
       Tujuan penelitian untuk mengetahui (1) pengaruh sikap rasional terhadap 
kepatuhan wajib pajak (2) pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, 
(3) pengaruh lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 
pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal.  
        Pengumpulan data menggunakan kuesioner, dengan 100 responden. Analisis 
data menggunakan regresi berganda dengan prasyarat uji validitas, realibilitas, uji uji 
asumsi klasik, uji f, t dan koefisien determinasi, 
        Hasil penelitian, (1) sikap rasional berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, 
secara statistik signifikan pada 0,05 atau 0,000 < 0,05 hipotesis terbukti, (2)  
variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan  signifikan 
pada 0,05 atau sebesar 0,000 < dari 0,05 hipotesis terbukti, (3) lingkungan wajib 
pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan tidak signifikan pada 
0,05 artinya nilai 0,909 > dari 0,05 sehingga hipotesis tidak terbukti, (4) secara 
simultan fhitung =346,272  signisikan pada 0,05 atau 0.000 < 0,05, artinya sikap 
rasional, sanksi pajak dan lingkungan wajib pajak secara simultan berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak. 
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ABSTRACT 
 
 
       The purpose of research is to know (1) The influence of rational attitudes 
towards taxpayer compliance (2) the effect of tax sanctions on taxpayer 
compliance, (3) The effect of the taxpayer environment on the individual 
taxpayer's tax compliance at Tegal Primary Tax Service office.  
        Data collection using questionnaires, with 100 respondents. Data analysis 
using multiple regression with validity test prerequisites, realibility, classic 
assumption test test, F, t and coefficient of determination, 
        The results of the study, (1) The rational attitude affects the taxpayer's 
compliance, statistically significant on the 0.05 or 0.000 < 0.05 hypothesis 
proved, (2) The tax sanctions variable affects the taxpayer's compliance, and is 
significant at 0.05 or as of 0.000 < from 0.05 the proven hypothesis, (3) The 
taxpayer's environment does not affect the taxpayer's compliance and not 
Proven, (4) simultaneously fcalculate = 346.272 in significance at 0.05 or 0.000 
< 0.05, meaning rational attitude, tax sanctions and taxpayer environment 
simultaneously affect the taxpayer compliance. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pajak dipahami sebagai salah satu sumber dana penerimaan pemerintah.Pajak 
sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 
dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung 
dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum 
(Mardiasmo, 2016). 
 Dalam hal ketentuan umum dan tata cara perpajakan, saat ini masih diatur dalam 
Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Perpajakan. Terkait dengan 
pengertian pajak, dalam undang-undang ini disebutkan bahwa “pajak adalah 
retribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 
bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan 
secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat” (Pasal 1 ayat (1)). 
Masyarakat dan pemerintah memiliki pekerjaan dan tanggungjawab dalam 
pemenuhan pembayaran pajak. Iuran rakyat ini merupakan sumber penerimaan 
negara yang dapat mewujudkan kesejahteraan bangsa, sehingga sangat diharapkan 
adanya kesadaran, ketaatan, dan rasa kepedulian. Permasalahan sering kali timbul 
dalam pemungutan pajak, yaitu seperti rasa keadilan dan kepastian dalam 
perumusan kebijakan serta pelaksanaannya. Pemerintah berusaha untuk 
melakukan pengawasan, menganalisis, mengkaji, dan menyempurnakan 
administrasi sehingga dapat menuju kearah pelayanan pajak yang lebih baik. 
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Adanya suatu sistem perpajakan dalam pemungutan pajak yang sederhana terkait 
perhitungan, penyetoran, dan pelaporannya diharapkan kemauan membayar oleh 
wajib pajak menjadi lebih meningkat(Mardiasmo, 2016).  Sedangkan penerimaan 
bukan pajak merupakan penerimaan yang berasal dari pemanfaatan sumber daya 
alam (migas), pelayanan oleh pemerintah, pengelolaan kekayaan negara dan lain-
lain, yang sifatnya tidak stabil. Oleh karena itu, saat ini negara banyak 
menggantungkan sumber pembiayaan belanja yang berasal dari pajak (Muliari dan 
Setiawan, 2009). 
Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan salah satu kunci untuk 
menjamin keberhasilan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak agar 
dapat digunakan untuk menopang pembiayaan pembangunan. Kepatuhan pajak 
yang tidak meningkat cenderung dapat menggagalkan upaya pemerintah untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Faktor tingkat kepatuhan wajib pajak 
tersebut secara tidak langsung mempengaruhi ketersediaan pendapatan untuk 
belanja negara. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh 
Direktorat Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu 
yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak 
(Pratama, 2011). 
Belanja dalam kontek pengeluaran utama pemerintahdipahami sebagai 
pengeluaran rutin seperti gaji pegawai, serta berbagai macam subsidi termasuk 
subsidi sektor pendidikan, kesehatan, pertahanan dan keamanan, perumahan 
rakyat, ketenagakerjaan, agama, lingkungan hidup dan pengeluaran pembangunan 
lainnya (Mardiasmo, 2016). 
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          Kecenderungan orang menilai pajak dari sisi aparatnya enggan berurusan 
dengan aparat pajak. Disisi lain fiskus bertugas untuk melakukan berbagai upaya 
demi mendapatkan pemasukan pajak yang lebih besar. Dalam kontek reformasi 
perpajakan, maka perubahan dasar di segala aspek perpajakan memiliki tiga 
tujuan utama, yaitu tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan, 
produktivitas aparat perpajakan dan kepatuhan sukarela yang tinggi.  Kepatuhan 
sebagai perbuatan atau kebiasaan untuk memenuhi; sebagai kepatuhan pada 
seseorang atau kepada hukum; pemenuhan sebuah perintah; larangan atau 
hukuman dan aturan yang ditentukan; tunduk pada kekuasaan(Mardiasmo, 2016) 
          Kepatuhan pajak dipahami sebagai kesediaan Wajib Pajak dalam 
pemenuhan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan undang-undang perpajakan 
yang berlaku tanpa diperlukan investigasi seksama, pemeriksaan, ancaman dan 
peringatan serta penerapan sanksi (hukum atau adiministrasi). Apabila Wajib 
Pajak bersedia memenuhi kewajiban perpajakan diharapkan dapat meningkatkan 
penerimaaan Negara sehingga pembangunan nasional dapat terus berlangsung.        
Negara dalam hal ini pemerintah membutuhkan finansial yang besar untuk 
membiayai dan memenuhi segala kebutuhan pelaksanaan pembangunan,oleh 
karena itu pemerintah dituntut untuk lebih profesional dalam mengelola setiap 
pendapatan. Pengeluaran utama pemerintah adalah untuk pengeluaran rutin seperti 
gaji pegawai, serta berbagai macam subsidi diantaranya pada sektor pendidikan, 
kesehatan, pertahanan dan keamanan, perumahan rakyat, ketenagakerjaan, agama, 
lingkungan hidup dan pengeluaran pembangunan lainnya (Mardiasmo, 2016) 
        Pembiayaan seluruh kepentingan umum tersebut, salah satu konstribusi yang 
dibutuhkan dan terpenting adalah peran aktif dari masyarakat untuk memberikan 
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iuran kepada negara dalam bentuk pajak. Pajak sangat penting bagi pemerintah 
karena pajak memberikan kontribusi terbesar bagi pemasukan negara. Pajak 
menjadi andalan utama penerimaan negara.Kemauan wajib pajak dalam 
membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan 
pajak. Pemicu kurangnya keinginan wajib pajak untuk membayar pajak antara lain 
adalah asas perpajakan, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak 
langsung dinikmati oleh para wajib pajak. Hal ini perlu disadari bahwa infrasktur 
jalan-jalan raya, jembatan,  termasuk pusat-pusat kesehatan masyarakat, 
pembangunan sekolah-sekolah dan fasilitas-fasilitas publik lain dapat dinikmati 
masyarakat itu merupakan hasil dari pembayaran pajak.  
       Di samping itu, sebagian masyarakat masih ada yang tidak suka membayar 
pajak karena masyarakat tidak pernah mengetahui wujud konkret imbalan dari 
uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Wajib pajak yang telah membayar 
pajak kepada pemerintah dan tulus membayar, merupakan suatu nilai 
pengorbanan, semata-mata hanya menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang 
atau jasa (Madiasmo, 2016) 
Fenomena rendahnya kepatuhan pajak, salah satu faktor penyebabnyaadalah  
pelayanan fiskus atau petugas pajak. Selama ini banyak wajib pajak yang 
berpersepsi negatif pada aparat pajak yang terlihat pada rendahnya pelayanan 
pada wajib pajak. Apabila kualitas pelayanan fiskus sangat baik maka persepsi 
wajib pajak terhadap pelayanan akan meningkat. Upaya pemerintah kota Tegal 
melaunching pembayaran pajak online agar bisa meningkatkan kepatuhan wajib 
pajak pada bulan Mei yang lalu (Radartegal.com/15/mei/2019),  dirasakan belum 
mendapat respon dari wajib pajak.  
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Fenomena kepatuhan wajib pajak  yang lain adalah bahwa, data wajib pajak 
kota Tegal saat ini sekitar 72 ribu wajib pajak. Dari data tersebut telah ditemukan 
banyak kasus yaitu banyak SPPT induk yang terbit meskipun sudah dilakukan 
pengajuan seplit/mutasi terhadap objek pajak dan SPPT tersebut tidak dibayar 
yang pada akhirnya menjadi tunggakan. Objek pajak sudah dijadikan fasilitas 
umum namun wajib pajak tidak melaporkan sehingga SPPT masih menggunakan 
nama pribadi akibatnya SPPT akan tercetak terus dan tidak ada yang membayar 
sehingga tunggakan meningkat (Warta Bahari, 2018).  
Di sisi yang lain, adanya sanksi perpajakan mempunyai pengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan yang diterapkan secara tegas oleh 
pemerintah akan membuat wajib pajak patuh karena mereka sadar akan adanya 
hukum perpajakan dan konsekuensi apabila melanggar hukum tersebut berupa 
kerugian secara material(Ngadiman dan Huslin, 2015) 
Dalam kaitannya dengan peraturan perpajakan WP memilih hal-hal yang dapat 
meringankan beban pajaknya. Hadi (2014) menyatakan bahwa perilaku kejahatan 
telah dipandangoleh ilmuwan sosial sebagai tindakan yang rasional ketika 
seseorang mempertimbangkan keuangan yang diharapkan dari kegiatan kriminal 
dan bukan kriminal, dan kemudian memilih alternatif yang mempunyai 
penghasilan yang lebih besar. Apabila sikap rasional WP lebih mementingkan 
keuangan dan kepentingan diri sendiri bertambah, maka WP tersebut lebih tidak 
patuh dalam memenuhi kewajiban pajak. WP pada dasarnya selalu ingin 
menguntungkan dirinya sendiri apabila penerapan peraturan pajak tidak tegas, 
sanksi administrasi yang relatif ringan dan fiskus yang sampai diajak kompromi, 
hal-hal tersebut oleh WP dianggap tidak menimbulkan risiko yang berat, maka 
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sikap rasional WP untuk menguntungkan diri sendiri bertambah dan kepatuhan 
WP berkurang(Aryobimo, 2012)  
Lingkungan terdiri keluarga, teman, jaringan sosial dan perdagangan, nilai 
pelaksanaan pajak yang dihubungkan dan informasi tentang wajib pajak. Di 
dalamnya termasuk jumlah nominal dan komposisi penghasilan dan pengeluaran 
wajib pajak, peraturan perpajakan yang diikuti dan syarat/permintaan biaya yang 
sesuai. Lingkungan yang mempengaruhi seseorang untuk compliance dan 
noncompliance tidak dapat ditinjau dari hanya satu variabel penyebab.Apabila 
lingkungan yang tidak kondusif akan lebih mendukung WP untuk tidak patuh. 
Lingkungan yang tidak kondusif seperti: lingkungan bisnis WP berada yang sulit 
menerapkan/mengikuti peraturan yang berlaku, prosedur yang berbeliti-belit dan 
harus mengeluarkan biaya untuk urusan di kantor pajak, para pemimpin dan para 
wakil/tokoh rakyat yang tidak patuh terhadap peraturan perpajakan juga memberi 
contoh yang tidak baik terhadap masyarakat(Daroyani, 2010). 
        Ada kecenderungan yang mendorong kepatuhan wajib pajak dalam 
melaksanakan kewajiban perpajakannya. Seperti halnya wajib pajak merasa 
bahwa setoran pajak yang mereka bayarkan hanya akan dikorupsi, sehingga hal 
tersebut dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan membayar 
pajak bukanlah hal yang mudah untuk direalisasikan oleh setiap wajib pajak. 
Masyarakat dapat „meloloskan diri‟ dari kewajibannya untuk membayar pajak dan 
juga melakukan tindakan melawan pajak meskipun sudah mengetahui dan 
memahami peraturan perpajakan. Di sisi lain, beberapa sanksi bagi wajib pajak 
yang menghindar dari kewajiban membayar pajak. Sanksi yang dikenakan untuk 
setiap wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan 
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perpajakan yaitu, sanksi administrasi, sanksi pidana, atau keduanya, namun masih 
dianggap belum membuat para wajib pajak merasa jera atau takut atas sanksi 
tersebut. 
 Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul“Pengaruh Sikap Rasional, Sanksi Pajak,dan Lingkungan 
Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak(Studi Kasus Pada Wajib  Pajak Orang 
Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegal)” sebagai judul 
penelitian. 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka  perumusan masalah dalam 
penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut: 
1. Apakah sikap rasional berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal? 
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal? 
3. Apakah lingkungan wajibpajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 
orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal? 
 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan dilaksanakannya penelitian ini,dapat dijelaskan sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahuipengaruh sikap rasional terhadap kepatuhan wajib pajak 
orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal. 
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b. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 
orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal. 
c. Untuk mengetahuipengaruh lingkungan wajibpajak terhadap kepatuhan 
wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini secara teoritis dapat meningkatkan pengetahuan 
mengenai perilaku wajib khususnya tentang sikap rasional,sanksi pajak, 
lingkungan wajibpajak, resiko pajak dan  kepatuhan WPOP dalam 
membayar pajak. 
         b. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini secara praktis dapat dijadikan dasar atau pedoman bagi 
wajib pajak baik wajib pajak orang maupun badan, khususnya  yang 
menyangkut tentang tentang sikap rasional,sanksi pajak, lingkungan 
wajibpajak, resiko pajak dan  kepatuhan WPOP dalam membayar pajak. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Landasan Teori 
Pemerintah atau negara melakukan pemungutan pajak ada dasarnya, atau teori 
yang mendukung. Salah satu teori terkait dengan kepatuhan dalam membayar 
pajak adalah teori bakti. Teori ini secara sederhana menyatakan bahwa  warga 
negara membayar pajak karena baktinya kepada negara. Teori bakti disebut juga 
teori kewajiban mutlak (Halim, 2017). Teori lain yaitu teori asas daya beli.Teori 
ini berpendapat bahwa fungsi pemungutan pajak adalah mengambil daya beli dari 
rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, kemudian menyalurkan 
kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara kehidupan masyarakat 
dan untuk membawa ke arah tertentu (misal kesejahteraan) (Resmi, 2017) 
1. Kepatuhan Wajib Pajak 
Pajak ialah suatu iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan 
(pendapatan) kepada negara yang bersifat wajib, dan jika tidak dilakukan maka 
bisa terjadi pemaksaan dengan kekerasan seperti surat paksa dan sita 
(Mardiasmo, 2016). Dalam undang-undang No. 28 tahun 2007 tentang Undang 
Undang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan (KUP) yang baru, definisi 
WP adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong 
pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.  
          Wajib pajak dibedakan menjadi dua yaitu wajib pajak orang pribadi dan 
wajib pajak badan. WP Orang Pribadi adalah subjek pajak yang memiliki 
9 
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penghasilan atas usaha sendiri atau memiliki pekerjaan tidak bebas (karyawan) 
yang penghasilannya di atas pendapatan tidak kena pajak (PTKP), yaitu 
Rp.54.000.000,00 (UU No 16/2009 tentang Perpajakan) 
         Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai 
NPWP yang berguna untuk sarana dalam administrasi perpajakan, tanda 
pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban 
perpajakannya, untuk dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan, dan 
menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi 
perpajakan. Sehingga dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada 
wajib pajak dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakannya, undang-
undang mengatur secara tegas hak dan kewajiban wajib pajak dalam satu 
hukum pajak formal (UU No 16/2009 tentang Perpajakan). 
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak mungkin melakukan penarikan pajak 
kepada wajib pajak (WP) satu-persatu karena banyaknya penduduk, sehingga 
DJP memberlakukan sistem self assessment (Pasal 12 UU KUP). Dari sistem 
self assessment yang diterapkan dalam pemungutan pajak di Indonesia, maka 
diberikan kepercayaan penuh kepada WP untuk mendaftarkan diri ke Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak 
(NPWP), menghitung sendiri, menyetorkan, dan melaporkan sendiri kewajiban 
pajaknya melalu Surat Pemberitahuan (SPT) yang diberikan oleh DJP. Dengan 
sistem self assessment, fungsi pemerintah, dalam hal ini DJP, hanya 
memfasilitasi agar sistem self assessment berjalan dengan baik, sedangkan 
pelaksanaannya sangat tergantung pada kepatuhan WP (Mardiasmo, 2016) 
a. Pengertian Kepatuhan Perpajakan 
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         Kata kepatuhan berasal dari kata patuh, (ke-patuh-an),  patuh menurut 
Kamus Besar Bahasa Indonesia Online Edisi IV tahun 2008 adalah suka 
menurut (perintah); taat (kepada perintah, aturan); berdisiplin. Sedangkan 
kepatuhan memiliki definisi sifat patuh, ketaatan. Dengan demikian, 
kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok, atau organisasi untuk 
berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.  
Perilaku patuh seseorang merupakan interaksi perilaku individu, kelompok 
dan organisasi. Nurmantu (2013: 148-149) “kepatuhan perpajakan 
merupakan keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban 
perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”. Ada dua macam 
kepatuhan perpajakan,  yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material. 
Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi 
kewajiban perpajakan secara formal sesuai ketentuan dalam undang-undang 
perpajakan. Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana 
wajib pajak secara subtantif / hakekat memenuhi semua ketentuan material 
perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang – undang perpajakan 
(Nurmantu, 2013).  
Wajib Pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktur 
Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu 
sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
544/KMK.04/2000 tentang kriteria wajib pajak yang dapat diberikan 
Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana 
diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003.  
 
12 
 
 
 
b. Kepatuhan WP Formal dan Material 
Kepatuhan ada dua macam yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. 
Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi 
kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam 
Undang-Undang Perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian 
Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 
Maret (Mardiasmo, 2016) 
Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak 
Penghasilan Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak 
telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi 
ketentuan material, yaitu suatu keadaan di mana WP memenuhi semua 
ketentuan material perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi 
kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah 
Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat 
Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP 
sebelum batas waktu berakhir (Mardiasmo, 2016). 
c. Kriteria untuk ditetapkan menjadi Wajib Pajak Patuh. 
Berdasarkan keputusan menteri KeuanganNo.544/KMK.04/2000 Jo KMK 
235/KMK.03/2000 adalah: 
1) Tepat waktu dalam menyampaian SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 
tahun terakhir 
2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali 
telah memperoleh izin mengangsur  atau menunda membayar pajak. 
3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana di 
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bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir 
4) Dalam waktu 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam 
hal terhadap wajib pajak  pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada 
pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang 
terutang paling banyak 5%. 
5) Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit 
oleh akuntan publik dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian, atau 
pendapatan dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba 
rugi fiskal. 
Bagi Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi kriteria sebagai WP Patuh 
akan diberikanpelayanan khusus dalam restitusi PPh dan PPn berupa 
pengembaliankelebihan pajak tanpa pemeriksaan terlebih dahulu. 
2.  Sikap Rasional 
a. Pengertian Sikap Rasional 
Sikap rasional adalah pertimbangan WP atas untung ruginya memenuhi 
kewajiban pajaknya, ditunjukkan dengan pertimbangan WP terhadap 
keuangan apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya dan risiko yang akan 
timbul apabila membayar dan tidak membayar pajak. Dalam interaksi sosial, 
individu cenderung memilih berinteraksi dengan orang yang memberikan 
rewards seperti pujian, hadiah, atau perhitungan (Hadi, 2014). 
Dalam kaitannya dengan peraturan perpajakan WP memilih hal-hal yang 
dapat meringankan beban pajaknya. Perilaku kejahatan telah dipandangoleh 
ilmuwan sosial sebagai tindakan yang rasional ketika seseorang 
mempertimbangkan keuangan yang diharapkan dari kegiatan kriminal dan 
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bukan kriminal, dan kemudian memilih alternatif yang mempunyai 
penghasilan yang lebih besar (Hadi, 2014). 
Apabila sikap rasional WP lebih mementingkan keuangan dan kepentingan 
diri sendiri bertambah, maka WP tersebut lebih tidak patuh dalam 
memenuhi kewajiban pajak. WP pada dasarnya selalu ingin menguntungkan 
dirinya sendiri apabila penerapan peraturan pajak tidak tegas, sanksi 
administrasi yang relatif ringan dan fiskus yang sampai diajak kompromi, 
hal-hal tersebut oleh WP dianggap tidak menimbulkan risiko yang berat, 
maka sikap rasional WP untuk menguntungkan diri sendiri bertambah dan 
kepatuhan WP berkurang. 
Dalam berperilaku, manusia cenderung bersikap rasional, artinya 
menghitung keuntungan dan kerugian. Dalam interaksi sosial, individu 
cenderung memilih berinteraksi dengan orang yang memberikan rewards 
(pujian, hadiah, perhitungan). Dalam kaitannya dengan peraturan perpajakan 
WP memilih hal-hal yang dapat meringankan beban pajaknya.  
b. Indikator Sikap Rasional 
Indikator sikap rasional dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut :  
1) Sikap menguntungkan sendiri. 
2) Merupakan motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan 
pandangan yang hanya menguntungkan diri sendiri dan sifat yang 
menggambarkan karakter seseorang yang bertindak untuk memperoleh 
nilai dalam jumlah yang lebih banyak daripada yang diberikan kepada 
orang lain (Hadi, 2014:6) 
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3) Reward/pujian, 
Menyatakan sesuatu ucapan yang membuat orang yang mendengarnya 
mersa tersanjung, sehingga dapat juga memberikan motivasi kepada 
orang yang dipujinya dan pujian akan membuat orang akan semakin baik. 
4) Pertimbangan risiko dan keuntungan. 
Risiko suatu keadaan yang tidak pasti, ketidakpastian akan selalu 
dihadapi semua manusia dalam seluruh aktivitas kehidupannya baik 
kehidupan pribadi maupun kegiatan usaha. 
5) Merasa bila tidak membayar pajak berisiko ketahuan oleh instansi/kantor 
pajak (Hadi, 2014:6) 
Suatu mekanisme pertahanan hidup dasar yang terjadi sebagai respons 
terhadap suatu stimulus tertentu seperti rasa takut dalam hal-hal yang terjadi 
apabila suatu orang tidak melaksanakan keutamaannya maka orang tersebut 
akan merasa dihantui oleh keadaan yang gelisah apabila tidak melaksanakan 
keutamaannya. Apabila sikap rasional WP lebih mementingkan keuangan 
dan kepentingan diri sendiri bertambah, maka WP tersebut lebih tidak patuh 
dalam memenuhi kewajiban pajak (Hadi, 2014).  
Pengusaha pada dasarnya selalu ingin menguntungkan dirinya sendiri 
apabila penerapan peraturan pajak tidak tegas, sanksi administrasi yang 
relatif ringan dan fiskus yang sampai diajak kompromi, hal-hal tersebut oleh 
WP dianggap tidak menimbulkan risiko yang berat, maka sikap rasional WP 
untuk menguntungkan diri sendiri bertambah dan kepatuhan WP berkurang.  
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3. Sanksi Pajak 
a. Pengertian Sanksi Perpajakan  
Mardiasmo (2009:56) menyatakan Sanksi perpajakan merupakan jaminan 
bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma 
perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi 
perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar 
norma perpajakan. Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan menjadi 
penting karena pemerintah lndonesia memilih menerapkan self assessment 
system dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak.  
Berdasarkan sistem ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk 
menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Untuk dapat 
menjalankannya dengan baik, maka setiap Wajib Pajak memerlukan 
pengetahuan pajak, baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya. 
Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan, 
pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam Undang- 
undang Perpajakan yang berlaku.  
b. Pentingnya Sanksi Pajak 
Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk 
menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban 
perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib pajak memahami 
sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa 
yang dilakukan ataupun tidak dilakukan.“Sanksi perpajakan merupakan 
jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau 
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bisa Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan” (Mardiasmo, 
2011 :59). 
          Sanksi pajak merupakan suatu alat pencegah bagi wajib pajak 
agar tidak melanggar ketentuan perpajakan. Menurut Purwono 
(2010:68) berdasarkan jenisnya, “sanksi di bidang perpajakan dapat 
dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu sanksi administrasi dan 
sanksi pidana”.            Sanksi administrasi merupakan pembayaran 
kerugian terhadap negara yang bisa berupa denda administrasi, 
bunga, atau kenaikan pajak yang terutang. Sanksi administrasi 
ditekankan kepada pelanggaran-pelanggaran administrasi 
perpajakan yang tidak mengarah kepada tindak pidana perpajakan 
(Purwono, 2010 :68).  
          Sanksi pidana merupakan upaya terakhir dari pemerintah agar 
norma perpajakan benar-benar dipatuhi. Sanksi pidana ini bisa 
timbul karena adanya tindak pidana pelanggaran yaitu tindak pidana 
yang mengandung unsur ketidaksengajaan atau kealpaan, atau 
dikarenakan adanya tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana 
yang mengandung unsur kesengajaan atau kelalaian/pengabaian. 
Sedangkan ancaman sanksi pidana dapat berupa denda pidana, 
pidana kurungan, atau pidana penjara (Purwono, 2010 :68). 
c. Indikator Sanksi Pajak  
Menurut Arum (2012), indikator sanksi perpajakan meliputi :  
1) Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib 
pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 
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2) Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada 
semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran. 
3) Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan 
besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan. 
4) Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan 
peraturan yang berlaku. 
4. Lingkungan  Wajib  Pajak 
a. Pengertian Lingkungan 
Lingkungan terdiri keluarga, teman, jaringan sosial dan perdagangan, nilai 
pelaksanaan pajak yang dihubungkan dan informasi tentang wajib pajak. Di 
dalamnya termasuk jumlah nominal dan komposisi penghasilan dan 
pengeluaran wajib pajak, peraturan perpajakan yang diikuti dan 
syarat/permintaan biaya yang sesuai. Lingkungan yang mempengaruhi 
seseorang untuk compliance dan noncompliance tidak dapat ditinjau dari 
hanya satu variabel penyebab (Santi, 2012). 
b. Tipe-tipe Lingkungan 
Tipe-tipe lingkungan yang compliance tersebut yang pada akhirnya 
membuat WP patuh dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1) Lazy compliance, yaitu tipe lingkungan yang berkaitan erat dengan tipe 
atau komponen perilaku WP sendiri, dengan mengharuskan untuk belajar 
kerumitan atau perubahan peraturan, formulir yang susah dimengerti. 
Pencatatan yang mendetail, permintaan palaporan penghasilan yang 
bermacam-macam sehingga banyak orang yang gagal untuk meluangkan 
waktu dan energi dalam melaporkan pajaknya. 
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2) Brokered compliance, yaitu tipe lingkungan yang kepatuhan WP yang 
timbul ketika seseorang mendapat anjuran dari professional. 
3) Social compliance, yaitu kepatuhan seseorang terhadap hukum adalah 
hasil secara langsung maupun tidak langsung tekanan dan pengharapan 
orang-orang disekitar dan komunitas (Daroyani, 2010). 
Apabila lingkungan yang tidak kondusif akan lebih mendukung WP untuk 
tidak patuh. Lingkungan yang tidak kondusif seperti: lingkungan bisnis WP 
berada yang sulit menerapkan/mengikuti peraturan yang berlaku, prosedur 
yang berbeliti-belit dan harus mengeluarkan biaya untuk urusan di kantor 
pajak, para pemimpin dan para wakil/tokoh rakyat yang tidak patuh 
terhadap peraturan perpajakan juga memberi contoh yang tidak baik 
terhadap masyarakat. 
 
B. Studi Penelitian Terdahulu 
Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya yang 
relevan dengan kajian sikap rasional dan lingkungan wajib pajak terhadap 
kepatuhan pajak dengan preferensi resiko sebagai variabel moderasi. Hasil-hasil 
penelitian sebelumnya baik berupa jurnal-jurnal ilmiah, tesis, disertasi, maupun 
proceedings merupakan sumber gagasan yang penting untuk merumuskan 
masalah dalam penelitian tersebut.  
          Setiap peneliti harus menyatakan dalam laporan penelitiannya mengenai 
keterbatasan/kelemahan penelitian yang dilakukan serta memberikan saran 
terhadap penelitian yang akan datang mengenai aspek-aspek yang perlu diteliti 
sehingga dapat memperjelas atau menambah informasi suatu fenomena tertentu. 
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Dalam kaitannya dengan penelitian terdahulu di atas, tentu bukan dimanfaatkan 
untuk dijiplak, melainkan meneliti kembali aspek-aspek yang disarankan oleh 
para peneliti dalam penelitian sebelunya, sehingga peneliti selanjutnya bisa 
memberikan kontribusi teoretik maupun manajerial yang berharga, dengan 
demikian penelitian tersebut terus berkembang (Hermawan, 2005). 
Tabel 2.2 
Studi Penelitian Terdahulu 
 
No Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 
1 Ni Luh Rahajeng 
Kusuma Dewi, Ni 
Luh Gede Erni 
Sulindawati, dan 
Ni Kadek 
Sinarwati (2017) 
Pengaruh Sikap 
Rasional dan 
Lingkungan Wajib 
Pajak Terhadap 
Kepatuh-an Pajak 
Dengan Prefe-rensi 
Risiko sebagai 
Variabel Moderasi 
(Studi Kasus Pada 
Wajib Pajak Orang 
Pribadi (WPOP) 
yang Terdaftar di 
KPP Pratama 
Singaraja) 
 
 (1) Variabel sikap rasional (X1) 
berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak 
pajak; (2) Variabel lingkungan wajib 
pajak (X2) berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kepatuhan wajib 
pajak; (3) Dari hasil hasil uji 
ANOVA diperoleh Fhitung sebesar 
43,432. Oleh karena Fhitung > Ftabel 
yaitu 43,432 > 2,70 dengan tingkat 
signifikan < 0,05, maka terdapat 
pengaruh secara simultan antara 
sikap rasional dan lingkungan wajib 
pajak terhadap kepatuhan wajib 
pajak; (4) Interaksi X1*Z diproleh 
nilai thitung sebesar 5,022 > dari 
nilai ttabel sebesar 1,661 dan nilai 
signifikan 0,000 < dari 0,05. Hal ini 
menunjukkan bahwa variabel 
preferensi risiko memoderasi 
(memperkuat) hubungan sikap 
rasional terhadap kepatuhan wajib 
pajak. 
2 Arif Angga 
Ardyanto 
danNanik Sri 
Utaminingsih  
 (2014) 
Pengaruh Sanksi 
Pajak dan Pela-
yanan Aparat 
Pajak terhadap 
Kepatuhan Wa-
jib Pajak dengan 
Preferensi Risi-
ko Sebagai Va-
riabel Moderasi  
 
 
Hasil penelitian ini secara parsial 
variabel sanksi pajak, dan pelaya-
nan aparat pajak berpengaruh 
secara signifikan dan positif 
terhadap kepatuhan wajib pajak di 
Kecamatan Blora. Variabel prefe-
rensi risiko berpengaruh secara 
signifikan dan negatif terhadap 
kepatuhan wajib pajak di Keca-
matan Blora. Variabel preferensi 
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risiko tidak berpengaruh terhadap 
hubungan antara variabel sanksi 
pajak dengan variabel kepatuhan 
wajib pajak di Kecamatan Blora. 
Variabel preferensi risiko berpe-
ngaruh secara signifikan dan 
negatif terhadap hubungan variabel 
pelayanan aparat pajak dengan 
variabel kepatuhan wajib pajak di 
Kecamatan Blora.  
 
3 Vavia Yunasih 
(2016) 
Faktor-faktor yang 
Mempengaruhi Ke-
patuhanMembayar 
Pajak Orang Pribadi 
yangBerwirausaha 
dengan 
Lingkungandan 
Preferensi Risiko 
sebagaiVariabel Mo-
derasi(Studi Empiris 
pada Wajib Pajak 
Orang Pribadiyang 
Berwirausaha Ter-
daftar di KPP Prata-
maBangkinang) 
 
Variabel Motivasiberpengaruh 
signifikanterhadap kepatuhan mem-
bayarpajak. Lingkungan dan 
preferensirisiko memperkuat hubu-
ngan antaramotivasi dengan kepa-
tuhanmembayar pajak. Variabel 
tingkatpendidikan berpengaruh 
signifikanterhadap kepatuhan mem-
bayarpajak. Lingkungan dan prefe-
rensirisiko memperkuat hubungan 
antaratingkat pendidikan 
dengankepatuhan membayar 
pajak.Variabel persepsi 
kondisikeuangan berpenga-ruh 
signifikanterhadap kepatuhan 
membayarpajak. Variabel lingkung-
anmemperkuat hubungan 
antarapersepsi kondisi keuangan 
pribadidengan kepatuhan membayar 
pajak,sedangkan variabel preferensi 
risikotidak dapat dinyatakan 
sebagaiVariabel moderating. 
 
4 Sihar Tambun dan 
Eko Witriyanto 
(2016) 
Pengaruh Kesadaran 
Wajib Pajak dan 
Penerapan E-System 
terhadap Tingkat 
Kepatuhan Wajib 
Pajak dengan Prefe-
rensiResiko Sebagai 
Variabel Moderating 
(Studi Empiris Kepa-
da Wajib Pajak di 
Komplek Perumahan 
Sunter Agung Jakarta 
Utara) 
Hasil uji statistik : kesadaran wajib 
pajak berpengaruh positif dan tidak 
signifikan terhadap tingkat kepatuh-an 
wajib pajak, penerapan e-system 
berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, 
preferensi resiko tidak berpe-ngaruh 
signifikan atas kesadaran wajib pajak 
dan penerapan esystem 
terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. 
 
5 Siti Septiani. Pengaruh Sanksi Hasil penelitian ini secara parsial 
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Pajak Dan Pelayanan 
Aparat Pajak terha-
dap Kepatuhan Wa-
jibPajak Dengan 
Preferensi Risiko Se-
bagai Variabel Mo-
derasi (Wajib Pajak 
Orang Pribadi pada 
KPP Pratama Sema-
rang Selatan) 
 
variabel sanksi pajak, dan pelayanan 
aparat pajak berpengaruh secara 
signifikan dan positif terhadap 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi 
pada KPP Pratama Semarang Selatan. 
Variabel preferensi risiko berpengaruh 
secara signifikan dan negatif terhadap 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi 
pada KPP Pratama Semarang Selatan. . 
Variabel preferensi risiko tidak 
berpengaruh terhadap hubungan antara 
variabel sanksi pajak dengan variabel 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 
Variabel preferensi risiko berpengaruh 
secara signifikan dan negatif terhadap 
hubungan variabel pelayanan aparat 
pajak dengan variabel kepatuhan wajib 
pajak orang pribadi pada KPP Pratama 
Semarang Selatan. 
6 Pricillia V.E 
Kawengian, dkk 
(2017) 
Pengaruh Lingkungan 
Wajib Pajak, Kontrol 
Keperilakuan yang 
Dipersepsikan dan 
Kewajiban Moral 
Terhadap Kepatuhan 
WajibPajak Orang 
Pribadi di Kelurahan 
Paal Dua Manado 
Lingkungan Wajib Pajakberpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) 
orangpribadi di Kelurahan Paal Dua 
Manado, sehingga hipotesis pertama 
diterima. menunjukkan bahwa semakin 
baik lingkungan wajib pajak maka 
kepatuhan wajib pajakjuga akan 
semakin baik. 
2. Kontrol Keperilakuan 
yangdipersepsikan (X2) tidak 
berpengaruh terhadap kepatuhanwajib 
pajak (Y) orang pribadi, sehingga 
hipotesis keduaditolak. Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa wajib pajak 
sudah melakukankewajibanya dengan 
baik sehingga tidak merasa takut atau 
terancam bila terjadi 
kontrolkeperilakuan yang dipersepsikan. 
3. Kewajiban moral (X3) berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) 
orang pribadi, sehingga hipotesis ketiga 
diterima. Hal ini menunjukkanbahwa 
semakin baik kewajiban moral yang 
dimiliki oleh wajib pajak maka 
kepatuhanwajib pajak juga akan 
semakin baik. 
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C. Kerangka Pemikiran 
1.  Sikap Rasional terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  
Sikap rasional adalah pertimbangan wajib pajak atas untung ruginya memenuhi 
kewajiban pajaknya, ditunjukkan dengan pertimbangan wajib pajak terhadap 
keuangan apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya dan risiko yang akan 
timbul apabila membayar dan tidak membayar pajak. Seseorang cenderung 
akan mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu pasti melalui 
pertimbangan untung dan rugi. Seperti halnya wajib pajak, mereka akan 
mempertimbangkan untung dan rugi mereka dalam membayar pajak. Apabila 
wajib pajak berpikir apabila mereka tidak membayar pajak akan mendapatkan 
kerugian seperti kerugian meterial berupa sanksi administrasi maka wajib pajak 
tentu akan patuh membayar pajak karena pertimbangan tersebut. 
2. Lingkungan wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  
Lingkungan wajib pajak dipahami sebagai sesuatu yang ada di alam sekitar 
yang memiliki makna dan atau pengaruh tertentu kepada individu.  Apabila 
lingkungan yang tidak kondusif akan lebih mendukung Wajib Pajak untuk 
tidak patuh. Lingkungan yang tidak kondusif seperti: lingkungan bisnis Wajib 
Pajak berada yang sulit menerapkan/mengikuti peraturan yang berlaku, 
prosedur yang berbeliti-belit dan harus mengeluarkan biaya untuk urusan di 
kantor pajak, para pemimpin dan para wakil/tokoh rakyat yang tidak patuh 
terhadap peraturan perpajakan juga memberi contoh yang tidak baik terhadap 
masyarakat. 
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3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
         Faktor sanksi pajak dari sisi sanksi administratif cenderung 
diabaikan oleh wajib pajak, namun dari sisi sanksi pidana cenderung 
sebagai alat pencegah bagi wajib pajak agar tidak melanggar ketentuan 
perpajakan. Sanksi administrasi bisa berupa, bunga, atau kenaikan 
pajak yang terutang, sedangkan sanksi pidana merupakan upaya 
terakhir dari pemerintah agar norma perpajakan benar-benar dipatuhi. 
Unsur-unsur seperti  ketidaksengajaan atau kealpaan, atau bahkan 
kesengajaan tentu berakibat ancaman sanksi pidana baik pidana 
kurungan, atau pidana penjara. 
Kerangka berfikir pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut. 
Gambar 2.1 
Kerangka Pemikiran 
  
   H1  
        
H2  
 
     
   
                           H3 
 
 
  
D. Perumusan Hipotesis 
Sanksi Pajak 
(X2) 
Kepatuhan WP Pribadi 
(Y) 
Sikap Rasional 
(X1) 
Lingkungan WP 
(X3) 
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        Hipotesis dipahami sebagai dugaan sementara atas dasar masalah yang telah 
dirumuskan sebelumnya. Hipotesis akan dibuktikan kebenarannya melalui 
penggunaan formula statistik yang telah ditetapkan oleh peneliti, adapun hipotesis 
yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
H1: Diduga terdapat pengaruh sikap rasional terhadap kepatuhan pajak orang 
pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tegal. 
H2: Diduga terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada 
wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota 
Tegal. 
H3: Diduga terdapatpengaruhlingkungan wajib pajak, terhadap kepatuhan 
wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota 
Tegal. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
  
A. Pemilihan Metode 
Metode yang dipilih dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, yang 
berarti menguji hipotesis dengan menggunakan alat analisis statistik. Metode 
penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitan yang berlandaskan pada 
filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 
pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisa data bersifat 
kuantitatif (statistik), dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan 
(Sugiyono, 2016:13).  Besar atau kecilnya suatu pengaruh atau hubungan antar 
variabel yang dinyatakan dalam angka-angka, dengan cara mengumpulkan data-
data yang merupakan faktor pendukung terhadap pengaruh antara variabel-
variabel yang bersangkutan kemudian mencoba untuk dianalisis. Adapun variabel 
yan dianalisis dalam penelitian ini adalahsikap rasional, lingkungan wajib pajak, 
kepatuhan pajak dan preferensi resiko sebagai variabel moderasi. 
 
B.Teknik Pengambilan Sampel 
1. Populasi 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi pada 
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Tegal yang berjumlah 72.000 
wajib pajak orang pribadi.  
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2. Sampel dan Teknik Sampling 
Sampel merupakan bagian dari populasi. Berdasarkan jumlah populasinya, 
sebesar 72.000responden (Wajib Pajak Orang Pribadi) maka jumlah sampel 
akan dihitung melalui penerapan rumus Slovin sebagai berikut. 
12 

Nd
N
n  
Dimana : 
n = Jumlah sampel 
N = Jumlah Populasi 
d = Estimasi kesalah/presisi  (Sarwono, 2013:107) 
Berdasarkan rumus di atas, diketahui sebesar 257.841 orang, sedangkan tingkat 
presisi yang ditetapkan sebesar 10% (0,1) sehingga diperoleh : 
1)1,0(000.72
000.72
2 
n    = 
1)01,0(000.72
000.72

n  
 
1720
000.72

  =  99,8613 
 
            Hasil tersebut dibulatkan menjadi 100 responden. Dengan demikian 
jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 100 responden wajib pajak orag 
pribadi. Adapun rencana teknik pengambilan sampel (teknik sampling) 
menggunakan teknikconvinience sampling yaitu teknik pengambilan sampel 
(sampling) dimana anggota sampel yang diambil atau dipilih berdasarkan 
kemudahan memperoleh data yang dibutuhkan, atau unit sampel yang ditarik 
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mudah diukur dan bersifat kooperatif (Hamid, 2010). Pertimbangannya adalah 
kedekstan lokasi penelitian dan  kemudahan menemui responden ketika WP 
orang probadi tersebut akan membayar pajak di KPP Pratama Tegal.  
 
C. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel 
Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa 
saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 
tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012:38). 
Dalam suatu penelitian terdapat beberapa variabel yang harus ditetapkan dengan 
jelas sebelum memulai pengumpulan data. Variabel adalah objek penelitian atau 
apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Dalam penelitian ada 2 (dua) 
yaitu variabel bebas dan variabel terikat.  
1. Definisi Konseptual Variabel  
a. Variabel Dependen (Y), variabel ini sering disebut sebagai variabel output, 
kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel 
terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 
menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono 2012:39). Variabel 
dependen pada penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 
Adapun definisi kepatuhan wajib pajak adalah  “merupakan keadaan dimana 
wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak 
perpajakannya  (Nurmantu,2013: 148-149) 
b. Variabel Independen (X), variabel ini sering disebut sebagai variabel 
stimulus, predictor antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut 
sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang 
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mempengaruhi atau yang menjadi sebab timbulnya variabel dependen 
(Sugiyono, 2012:59). Yang menjadi variabel independen pada penelitian ini 
meliputi : 
1) Sikap Rasional (X1)merupakanpertimbangan WP atas untung ruginya 
memenuhi kewajiban pajaknya, ditunjukkan dengan pertimbangan WP 
terhadap keuangan apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya dan 
risiko yang akan timbul apabila membayar dan tidak membayar pajak 
2) Sanksi Pajak (X2), merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. 
3) Lingkungan Wajib Pajak (X3), adalahLingkungan terdiri keluarga, teman, 
jaringan sosial dan perdagangan, nilai pelaksanaan pajak yang 
dihubungkan dan informasi tentang wajib pajak. 
4) Preferensi Resiko (X4)Preferensi risiko merupakan salah satu 
karakteristik seseorang dimana akan mempengaruhi perilakunya. 
Preferensi risiko terdapat tiga cakupan yaitu menghindari risiko, netral 
dalam menghadapi risiko, dan suka mencari risiko. 
2. Definisi Operasional Variabel 
Definisi operasional variabel yang terdiri dari variabel dependen dan 
independen, yaitu: 
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Tabel 3.3 
Operasional Variabel 
 
Variabel Dimensi Indikator Skala No. Pert 
Kepatuhan Wajib Pajak 
Badan (Y) 
“merupakan keadaan dima-
na wajib pajak memenuhi 
semua kewajiban perpaja-
kan dan melaksanakan hak 
perpajakannya 
(Nurmantu,2013: 148-149) 
 
1.Kepatuhan  
Formal 
 
a.Tepat waktu dalam 
menyampaian SPT 
untuk semua jenis 
pajak dalam 2 tahun 
terakhir. 
b.Tidak mempunyai 
tunggakan pajak 
untuk semua jenis 
pajak, kecuali telah 
mem-peroleh izin 
untuk mengangsur  
atau menunda 
pembayaran pajak. 
c.Tidak pernah dijatuhi 
hukuman karena 
melakukantindakan 
pidana di bidang 
perpajakan dalam 
jangka waktu 10 
tahun terakhir 
d.Dalam waktu 2 tahun 
terakhirmenyelenggar
akan pembukuan dan 
dalam hal terhadap 
wajib pajak  pernah 
dila-kukan 
pemeriksaan, koreksi 
pada pemeriksaan 
yang terakhir untuk 
masing-masing jenis 
pajak yang terutang 
paling banyak 5%. 
 
 
 
 
 
 
Interval 
 
1 
 
 
 
2-3 
 
 
 
 
 
 
 
4-5 
 
 
 
 
 
 
6,7,8,9 
 
 
2.Kepatuhan 
Material 
 
a. Mengisi formulir 
pajak dengan lengkap 
dan jelas. 
b. Menghitung jumlah 
pajak yang terutang 
dengan benar. 
 
10 
 
 
11 
 
Sikap Rasional 
(X1)pertimbangan WP 
atas untung ruginya 
memenuhi kewajiban 
pajaknya 
 
1.Sikap 
menguntungk
an sendiri 
a.Motivasi 
mempertahankan 
b.Memperoleh nilai 
dalam jumlah yang 
lebih banyak 
c.Tidak diberikan 
Interval 1 
 
 
2 
 
 
3 
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kepada orang lain.  
2.Reward/ 
pujian 
a.Tersanjung 
b.Motivasi yang 
dipuji-nya 
c.Pujian akan 
membuat orang 
semakin baik. 
4 
5 
 
 
6 
 
3.Pertimbang
an risiko dan 
keuntungan. 
 
a.Risiko keadaan tidak 
pasti 
b.Ketidakpastian 
pribadi 
c. Ketidakpastian 
usaha. 
7 
 
8 
 
9 
 
 
Sanksi Pajak (X2) jaminan 
bahwa ketentuan peraturan 
perundang-undangan 
perpajakan (norma 
perpajakan) akan 
dituruti/ditaati/dipatuhi. 
1.Sanksi 
Administrasi 
 
a.kedisiplinan wajib pa-
jak dalam memenuhi 
kewajiban perpajakan. 
b. Tegas kepada semua 
WP yang melanggar. 
c. Besar kecilnya 
pelanggaran 
Interval 
 
1,2 
 
 
 
3,4 
 
5 
 
6,7 
2.Sanksi 
Pidana 
Sesuai dengan norma 
Hukum (pidana penjara)  
Lingkungan  Wajib  
Pajak(X3) merupakan 
sekeliling wajib pajak 
terdiri keluarga, teman, 
jaringan sosial dan 
perdagangan, nilai 
pelaksanaan pajak yang 
dihubungkan dan informasi 
tentang wajib pajak 
 
1.Keluarga 
a. Ayah 
b. Ibu 
c. Kakak 
d. Adik 
Interval 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
2.Teman 
a.LingkunganTetangga 
b.Tempat Kerja 
 
3.Jaringan 
Sosial 
a.Pertemanan Media 
Sosial 
b.Organisasi  
c.Himpunan Pengusaha 
4.Perdagangan a.Partner Bisnis 
b.Himpunan Pengusaha 
 
 
 
 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dperoleh dari data primer dan data 
sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh 
peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dalam 
penelitian eksploratif, deskriptif maupun kausal dengan metode pengumpulan data 
berupa survei atau observasi dengan menggunakan metode pengumpulan data 
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survei atau observasi (Hermawan, 2005:168). Dalam penelitian data primer 
diperoleh melalui survei mandiri (self administered survey) yang merupakan 
metode pengumpulan data primer yang dalam hal ini responden mengisi sendiri 
jawaban pertanyaan/pernyataan survei melalui kuesioner  (Hermawan, 2005:168). 
         Kuesioner sebagai alat pengumpul data dalam penelitian ini dibagikan 
secara langsung pada  kantor KPP Pratama kota Tegal dan wajib pajak orang 
pribadi sebagai subjek penelitian. Data tersebut lalu diolah, disajikan, dan 
dianalisis untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel 
dependen. 
Dalam penelitian ini penilaian (skor) tiap butir angket/kuesioner memiliki 
alternatif 5 jawaban atas sikap responden yaitu sangat setuju, setuju, ragu-ragu, 
tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Berikut ini tabel alternatif pilihan 
jawabannya. 
Tabel 3.4 
Alternatif Pilihan Jawaban 
 
Alternatif Jawaban Skala Likert 
Sangat Setuju  5 
Setuju  4 
Kurang Setuju 3 
Tidak Setuju  2 
Sangat Tidak Setuju  1 
Sumber : Ghozali (2013) 
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F. Teknik Pengolahan Data 
Teknik pengolahan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu 
dengan menggunakan program computer Statistical Product and Service Solution 
(SPSS) for Windows Versi 23. Data yang menjadi sampel adalah data wajib pajak 
Badan.Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari 
responden melalui kuesioner/angket. Data tersebut lalu diolah, disajikan, dan 
dianalisa untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel 
dependen. 
1. Uji Validitas (uji kesahihan) Instrumen 
Uji validitas digunakanuntuk mengukur kesahihanatau valid tidaknya suatu 
kuesioner.Validitas merupakantingkat kemampuan suatuinstrumen untuk 
mengungkapkansesuatu yang menjadi sasaranpokok pengukuran 
yangdilakukan dengan instrumentersebut. Instrumen dikatakanvalid jika 
instrumen ini mampumengukur apa saja yang hendakdiukurnya, mampu 
mengungkapkanapa yang ingin diungkapkan.Uji validitas yangdigunakan 
dalam penelitian iniadalah teknik one shoot methodedengan bantuan program 
SPSS.Apabila nila r hitung instrumenlebih besar dari r tabel maka dinyatakan 
valid. 
2.  Uji Reliabilitas (uji keandalan) 
Reliabilitas menunjukkansejauh mana suatu instrumendapat memberikan hasil 
yangkonsisten, apabila pengukurandilakukan berulang-ulang. 
Pengujianreliabilitas ini hanyadilakukan terhadap butir-butiryang valid, yang 
diperoleh melaluiuji validitas. Untuk melihattingkat reliabilitas data, 
SPSSmemberikan fasilitas untukmengukur reliabilitas, jikaCronbach Alpha 
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>0,6 makareliabilitas pertanyaan bisa diterima,Ghozali (2016:42). Alatukur 
atau instrumen pengumpuldata harus memenuhi syaratvaliditas dan reliabilitas, 
sehinggadata yang diperoleh daripengukuran jika diolah tidakmemberikan hasil 
yang menyesatkan.Analisis validitas danreliabilitas akan dilakukan 
denganbantuan paket programSPSS (Statstical Product ServiceSolution) 
G. Analisis Data dan Uji Hipotesis 
1. Analisis Data 
Analisis data digunakan untuk menyederhanakan data supaya data lebihmudah 
diinterpretasikan. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan teknikanalisis 
regresi berganda untuk mengolah dan membahas data yang telah diperolehdan 
untuk menguji hipotesis yang diajukan. Teknik analisis regresi dipilih 
untukdigunakan pada penelitian ini karena teknik regresi berganda dapat 
menyimpulkansecara langsung mengenai pengaruh masing-masing variabel 
bebas Sikap Rasional (X1),Sanksi pajak  (X2), Lingkungan Wajib Pajak(X3), 
dan Preferensi Resiko (X4), yangdigunakan secara parsial ataupun secara 
bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pripadi (WPOP) (Y) 
a. Uji Statistik Deskriptif 
Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis 
data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul tanpa 
bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 
generalisasi (Sugiyono, 2012:147). 
 
 
b. Pengujian Asumsi Klasik 
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Pengujian gejala asumsi klasik dilakukan agar hasil analisis 
regresimemenuhi kriteria BLUE (Best, Linear, Unbiased Estimator). Uji 
asumsi klasik initerdiri dari uji multikolinearitas, uji autokorelasi,  uji 
heteroskedastisitas dan uji normalitas. 
1) Uji Multikolinearitas 
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model 
regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). 
Model regresi yang baik, seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel 
independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas dalam 
model regresi adalah dilihat dari (1) nilai tolerance dan (2) Variance 
Inflation Factors (VIF) (Gozali, 2016:103). 
VIF merupakan salah satu cara untuk mendeteksi multikolinearitas 
dengan cara melihat sejauh mana sebuah variabel penjelas dapat 
diterangkan oleh semua variabel penjelas lainnya di dalam persamaan 
regresi. VIF yang tinggi menunjukkan bahwa multikolinearitas telah 
menaikkan sedikit varian pada koefisien estimasi, akibatnya dapat 
menurunkan nilai t.Multikolinearitas dapat dilaksanakan dengan jalan 
meregresikan model analisis dan melakukan uji korelasi antar 
independent variable dengan menggunakan VIF. Batas dari VIF yaitu 10 
dan nilai tolerance value adalah 0,1. Bila nilai VIFlebih besar dari 10 dan 
nilai tolerance value kurang dari 0,1 maka terjadi multikolinearitas. 
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2) Uji Autokorelasi 
Uji autokorelasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pada suatu 
model regresi linier terdapat korelasi antara pengganggu pada periode t 
dengan kesalahan pada periode t-1 (Imam Ghozali, 2016:107). Untuk 
dapat mendeteksi ada tidaknya autokorelasi ini, dapat dilakukan dengan 
menggunakanUji Durbin Watson (DW Test). Uji Durbin Watson hanya 
digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya 
konstanta dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi antara variabel 
independen. Hipotesis uji adalah: 
H0 : tidak ada autokorelasi (r = 0) 
H1 : ada autokorelasi (r ≠ 0) 
3) Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 
penyimpangan.Asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya 
ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model 
regresi. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan 
menggunakan Grafik Scatterplot atau gambar grafik nilai residu. 
Untuk menentukan apakah ada tidaknya heteroskedastisitas dengan 
grafik scatterplot ini adalah dengan menggambarkan scater diagram nilai 
residu terhadap waktu, atau terhadap satu dari variabel-variabel bebas 
yang diduga sebagai penyebab heteroskedastisitas. Suatu model 
mengandung heteroskedastisitas jika nilai-nilai residunya membentuk 
pola sebaran yang meningkat, yaitu bahwa secara terus menerus bergerak 
menjauh dari garis 0 (nol) atau terbntuk menyebar secara acak, baik 
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diatas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Jika kondisi ini 
terpengaruhi, maka tidak terjadi heteroskedastisitas dan model regresi ini 
layak digunakan (Sarwoko, 2016:156). 
4) Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 
variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti 
diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual 
mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik 
menjadi tidak valid bagi jumlah sampel kecil. Cara untuk mendeteksi 
apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis 
grafik dan uji statistik (Ghozali, 2016:154). 
        Secara statistik, menurut (Danang Sunyoto, 2009:84) dalam menguji 
data variabel bebas dan data variabel terikat berdistribusi normal atau 
tidak pada cara statistik ini melalui nilai kemiringan kurva (sekwenses) 
atau nilai keruncingan kurva diperbandingkan dengan nilai Z tabel. 
Ketentuan analisis 
a) Variabel (bebas atau terikat) berdistribusi normal jika Z hitung < Z 
tabel 
b) Variabel berdistribusi tidak normal jika Z hitung > Z tabel 
         Di samping itu untuk menguji normalitas residual adalah dengan uji 
statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan 
dengan membuat hipotesis: 
Tingkat signifikan 0,01 dan 0,05 nilai Ztabel  = 1,96 
 Zhitung> Z tabelData berdistribusi tidak normal 
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 Zhitung< Z tabelData berdistribusi normal 
2. Uji Hipotesis 
a. Analisis Regresi Linear Berganda 
Analisis regresi linear berganda yaitu hubungan  antara dua atau lebih 
variabel independen (X1,X2,…..,Xn) dengan variabel dependen (Y). Analisis  
ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan 
variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan 
positif atau negatif, dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen 
apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data 
yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio.Persamaan regresi 
linear berganda sebagai berikut: 
Y = a+b1X1+b2X2+b3X3+e 
Keterangan: 
Y  = Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi 
a  = Konstanta 
b1;b2; b3 = Koefisien regresi 
X1  =  Sikap Rasional 
X2  =  Sanksi Pajak 
X3  =Lingkungan Wajib Pajak  
e  =  Residual 
b. Uji Parsial (Uji t) 
Menurut Ghozali (2016), uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa 
jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam 
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menerangkan variabel dependen. Penerimaan atau penolakan hipotesis 
dilakukan dengan kriteria sebagai berikut: 
1) Jika nilai signifikansi t statistik < 0,05 atau –ttabel<  thitung < ttabel, maka H0 
diterima. Hal ini bermakna bahwa suatu variabel independen secara 
individual memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. 
2) Jika nilai signifikansi t statistik > 0,05 atau thitung  > ttabel atau thitung < -ttabel, 
maka H0 ditolak. Ini berarti bahwa suatu variabel independen secara 
individual tidak mempengaruhi variabel dependen. 
c. Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasibertujuan untuk menghitung seberapa jauh 
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 
koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R
2
 yang kecil berarti 
menunjukkan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 
variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu 
beramakna variabel-variabel independen memberikan hampir semua 
informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen 
(Ghozali, 2011:97). Secara umum koefisien determinasi untuk data silang 
(crossection) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-
masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu biasanya 
mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi (Ghozali, 2016:95). 
          Kelemahan  yang mendasar dalam menggunakan koefisien 
determinasi yaitu bias terhadap besarnya jumlah variabel independen yang 
dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, 
maka R
2
 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh 
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secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak 
daripeneliti yang memakai nilai Adjusted R
2
. Nilai Adjusted R
2
 dapat naik 
atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam model. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gabaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Sejarah Singkat Kator Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegal 
Kantor pelayanan pajak pratama Tegal merupakan instansi yan berbeda 
di bawah naungan kantor wilayah DJP Jawa Tengah 1 Semarang. KPP Pratama 
Tegal telah mengalami beberapa perubahan bentuk hingga akhirnya menjadi 
suatu KPP (Kantor Pelayanan Pajak). Pada mulanya KPP Pratama Tegal ini 
masih berupa Kantor Dinas Tingkat ITegal yang berlokasi di Jl. Kepodang No. 
1A Tegal saat itu kantor dinas luar di bagi menjadi dua, yaitu: 
a. Kantor Dinas Luar tingkat Kodya Tegal yang membawahi empat Kantor 
Dinas Luar Tingkat Pemalang dan Kabupaten Batang. 
b. Kantor Dinas Luar tingkat 1 Tegal yang membawahi tiga Kantor Dinas Luar 
Tingkat II, yaitu Kodya Tegal, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten 
Pemalang. 
         Wajib pajak semakin lama jumlahnya semakin bertambah, sehingga 
semakin besar pula jumlah penerimaan pajak. Sejak tanggal 1 Januari 1964 
sesuai dengan Keputusan Menteri Urusan P3 No.BUAO/2/24/4 tanggal 5 
Desember 1963, kantor Dinas Luar Tingkat 1 Kodya Tegal ditingkatkan 
menjadi Kantor Inspeksi Keuangan Tegal. Selanjutnya, pada tanggal 1 April 
1989 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.276/KMK/011 
tentang Organisasi dan tata kerja Direktorat Jendral Pajak, diputuskan bahwa 
Kantor Inspeksi Pajak Tegal ditingkatkan menjadi Kantor Pelayanan Pajak 
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Tegal Tipe B dan wilayah.Pada November 2007, seiring dengan dilakukannya 
modernisasi pada struktur Direktorat Jendral Pajak, maka KPP Tegal Tipe B 
diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegal yang berlokasi 
di Jl. Kol. Sugiono No.5TegalKode Pos 52113 dengan wilayah kerja meliputi 
Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes. 
2.  Visi dan Misi 
a. Visi  : 
 Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem 
dan manajemen perpajakan bebas kelas dunia, yang dipercaya dan 
dibanggakan masyarakat. 
b.  Misi : 
1) Fiskal 
Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu 
menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-
undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi. 
2) Ekonomi 
Mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi masalah 
ekonomi, dengan kebijakan perpajakan yang minimizing distortion. 
3) Politik 
Mendukung proses demokratisiasi bangsa. 
4) Kelembagaan 
Senantiasa memperbaharui diri selaras dengan aspirasi masyarakat dan 
teknokras perpajakan yang mutakhir. 
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Dengan adanya visi dan misi yang telah dimiliki oleh KPP Pratama Tegal 
diharapkan dapat saling bersinergi dan dijadikan landasan dasar untuk 
mencapai tujuan dan sasaran. 
3. Struktur Organisasi 
Organsasi merupakan  kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan bersama, 
adapun struktur organisasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah  
struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak PratamaTegal. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Sumber : KPP Tegal, 2019 
Gambar 4.1 
Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) PratamaTegal 
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a. Subbagian Umum 
Bertugas mengurus seluruh administrasi pegawai (baik dalam kepegawaian, 
keuangan, dan tatausaha) dan menjadi rumah tangga KPP Pratama Tegal 
(pusat dukungan logistik). 
b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) 
Bertugas pengumpulan pencairan dan pengolahan data, penyajian informasi, 
perekaman dokumen, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pelayanan 
dukungan teksnis computer 
c. Seksi Penagihan 
Betugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan 
angsuransi tunggakan pajak, penagihan aktif, pengusulan penghapusan 
piutang pajak, serta penyimpanan dokumen penagihan. 
d. Seksi Ekstensifikasi 
Bertugas untuk melakukan pengamatan potensi perpajakan yang tujuannya 
menambah wajib pajak yang mendaftar sebagai wajib pajak baru untuk 
memiliki NPWP. 
e. Seksi Pengawasan dan Konsultasi 
Bertugas untuk melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan 
wajib pajak, penyusunan profil wajib pajak. 
f. Seksi Pelayanan dan Tempat Pelayanan Terpadu 
Secara umum bertugas untuk melakukan pelayanan terhadap wajib pajak 
yang dating ke KPP. Pelayanan tersebut berupa pembuatan NPWP. 
g. Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal 
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Melaksanakan administrasi pemeriksa, dan mengawasi kepatuhan internal di 
instansi terkait (apakah SOP dilaksanakan atau tidak, kepatuhan pegawai 
dan SPI apakah sesuai atau tidak). 
h. Fungsional Pemeriksa 
bertugas melaksanakan pemeriksaan pajak. Fungsional peeriksa letaknya 
diluar struktural. 
i. Fungsi 
1) Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data pengamatan potensi 
perpajakan, penyajian informasi perpajakan. 
2) Pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek pajak bumi dan 
bangunan. 
3) Penetapan dan penertiban produk hukum perpajakan. 
4) Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan 
pengolahan surat. 
5) Pemberitahuan serta penerimaan surat lainnya. 
6) Penyuluh perpajakan 
7) Pelaksanaan register wajib pajak 
8) Pelaksanaan ekstensifikasi 
9) Penatausahaan piutang pajak dan penataan penagihan pajak 
10) Pelaksanaan pemeriksaan pajak 
11) Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak 
12) Pelaksanaan konsultasi perpajakan 
13) Pelaksanaan intensifikasi 
14) Pembetulan ketetapan pajak 
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15) Pengurangan pajak bumi dan bangunan serta bea perolehan hak atas 
tanah bangunan 
16) Pelaksanaan administrasi kantor 
4. Wilayah Kerja KPP Pratama Tegal 
Wilayah kerja KPP Pratama Tegal meliputi tiga wilayah, antara lain: 
a. Kota Tegal 
Wilayah Kota Tegal meliputi 4 kecamatan, yang terdiri dari 47 kelurahan. 
b. Kabupaten Tegal 
Wilayah Kabupaten Tegal meliputi 19 kecamatan, yang terdiri dari 285 
desa. 
c. Kabupaten Brebes 
Wilayah Kabupaten Pemalang meliputi 14 kecamatan, yang terdiri dari 222 
desa. 
B. Hasil Penelitian 
1. Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Dependen dan Independen 
Dalam penelitian ini, penghitungan uji instrumen yang berupa angket seluruh 
variabel  independen yaitu Sikap Rasional (X1), Sanksi perpajakan (X2), dan 
Lingkungan wajib pajak (X3). Sedangkan variabel terikat adalah Kepatuhan 
wajib pajak (Y)diperoleh sebagai berikut. 
a. Uji Validitas dan Reliabilitas  Sikap Rasional (X1) 
Hasil uji validitas dan reliabilitas variabel  Sikap Rasional(X1) adalah 
sebagai berikut. 
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Tabel 4.1. 
Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) 
 
Sikap 
Rasional 
 (X1) 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Rtable 
(N=100) 
Keterangan 
Rhit> Ttable 
X1item1 0,921 0,195 Valid 
X1item2 0,208 0,195 Valid 
X1item3 0,919 0,195 Valid 
X1item4 0,929 0,195 Valid 
X1item5 0,222 0,195 Valid 
X1item6 0,243 0,195 Valid 
X1item7 0,902 0,195 Valid 
X1item8 0,358 0,195 Valid 
X1item9 0,926 0,195 Valid 
Sumber : Output Data diolah  
     Tabel 4.1. dibaca pada kolom Corrected Item-Total Correlation di atas. 
Setiap nilai pada kolom ini dibandingkan dengan nilai r pada tabel r dengan 
derajat bebas n=100  dimana n adalah jumlah responden sehingga nilai yang 
digunakan dalam kasus ini adalah tabel r dengan derajat bebas 100 dan 
diperoleh nilai 0,195. Nilai yang dibandingkan adalah nilai Corrected Item-
Total Correlation. Pertanyaan valid adalah yang mempunyai Corrected 
Item-Total Correlation di atas nilai rtabel = 0,195 
           Tabel 4.1. menunjukkan bahwa nilai Corrected Item-Total 
Correlation diperoleh X11 (item angket butir 1) = 0,921  ; X12 = 0,208 dan 
seterusnya sampai dengan butir 9 atau X19 = 0,926 yang ternyata > rtabel  
(0,195). Karena seluruh nilai rhitung> rtabel maka seluruh butir angket variabel  
Sikap Rasional(X1) adalah valid.  
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Tabel 4.2. Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.819 9 
 
          Tabel 4.2. reliabilitas statistik diketahui Nilai Cronbach‟s Alpha 
adalah 0,819 lebih besar dari nilai standar reliabilitas sebesar 0,60 sehingga 
dikatakan bahwa reliabilitas pertanyaan-pertanyaan dalam angket Sikap 
Rasionalpajak tersebut sangat baik, dan dapat dipergunakan untuk 
penelitian 
b. Validitas dan reliabilitas Sanksi Pajak (X2) 
Perhitungan validitas dan reliabilitas pada prinsipnya sama seperti di atas, 
adapun rekapitulasinya adalah sebagai berikut. 
Tabel 4.3. 
Validitas Variabel Sanksi Pajak(X2) 
 
Sanksi 
Pajak 
 (X2), 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
R table 
(N=100) 
Keterangan 
R hit > T 
table 
X2item1 0,833   0,195 Valid 
X2item2 0,352  0,195 Valid 
X2item3 0,616  0,195 Valid 
X2item4 0,631  0,195 Valid 
X2item5 0,264  0,195 Valid 
X2item6 0,646  0,195 Valid 
X2item7 0,843  0,195 Valid 
Sumber : Data diolah 
 
          Tabel 4.3. menunjukkan bahwa nilai Corrected Item-Total 
Correlation diperoleh X21 (item angket variabel Sanksi PajakX2item 1) = 
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0,833  ; X22 = 0,352,  dan setersunya sampai X27 = 0,843 yang ternyata > 
rtabel  (0,195). Karena seluruh nilai rhitung> rtabel maka seluruh butir angket 
variabel Sanksi Pajak(X2) adalah valid.  
Tabel 4.4. Reliability 
Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.715 7 
 
          Tabel 4.4. reliabilitas statistik diketahui Nilai Cronbach‟s Alpha 
adalah 0,715 lebih besar dari nilai standar reliabilitas sebesar 0,60 sehingga 
bisa dikatakan bahwa reliabilitas pertanyaan-pertanyaan butir angket 
variabel  Sanksi Pajak(X2) sangat baik. 
c. Validitas dan reliabilitas Lingkungan wajib pajak (X3) 
Perhitungan validitas dan reliabilitas pada prinsipnya sama seperti di atas, 
adapun rekapitulasinya adalah sebagai berikut. 
                                               Tabel 4.5. 
Validitas Variabel Lingkungan (X3) 
 
Lingkungan 
WP  (X3), 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
 
R table 
(N=100) 
Keterangan 
R hit > T 
table 
X3item1 0,814   0,195 Valid 
X3item2 0,340  0,195 Valid 
X3item3 0,728  0,195 Valid 
X3item4 0,700  0,195 Valid 
X3item5 0,637  0,195 Valid 
X3item6 0,369  0,195 Valid 
X3item7 0,772  0,195 Valid 
X3item8 0,380  0,195 Valid 
X3item9 0,785  0,195 Valid 
X3item10 0,797  0,195 Valid 
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X3item11 0,757  0,195 Valid 
Sumber : Output Data diolah  
 
          Tabel 4.5. menunjukkan bahwa nilai Corrected Item-Total 
Correlation diperoleh X31 (item angket variabel Lingkungan WP butir 1) = 
0,814  ; X32 = 0,340,  dan seterusnya sampai butir X311 = 0,757 ternyata > 
rtabel  (0,195). Karena seluruh nilai rhitung> rtabel maka seluruh butir angket 
variabel Lingkungan WP (X3) adalah valid.  
Tabel 4.6. Reliability 
Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.991 11 
 
          Tabel 4.6. reliabilitas statistik diketahui Nilai Cronbach’s Alpha 
adalah 0,991 lebih besar dari nilai standar reliabilitas sebesar 0,60 sehingga 
bisa dikatakan bahwa reliabilitas pertanyaan-pertanyaan butir angket 
variabel  Lingkungan WP (X3) sangat baik. 
d. Uji validitas dan Reliabilitas Kepatuhan WP (Y) 
Tabel 4.7 
Validitas Variabel Kepatuhan WP (Y) 
 
Kepatuhan 
WP (Y) 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
R table 
(N=100) 
Keterangan 
R hit > T 
table 
Yitem1 0,920   0,195 Valid 
Yitem2 0,235  0,195 Valid 
Yitem3 0,908  0,195 Valid 
Yitem4 0,957  0,195 Valid 
Yitem5 0,935  0,195 Valid 
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Yitem6 0,239  0,195 Valid 
Yitem7 0,201  0,195 Valid 
Yitem8 0,890  0,195 Valid 
Yitem9 0,951  0,195 Valid 
Yitem10 0,424  0,195 Valid 
Yitem11 0,941  0,195 Valid 
Sumber : Data diolah 
          Tabel 4.9. menunjukkan bahwa nilai Corrected Item-Total 
Correlation diperoleh Y1 (item angket Kepatuhan WP butir 1) = 0,770  ; Y2 
= 0,900 dan seterusnya sampai dengan butir 10 atau Y10 = 0,406 yang 
ternyata > rtabel  (0,195). Karena seluruh nilai rhitung> rtabel maka seluruh butir 
angket variabel Kepatuhan WP (Y) adalah valid.  
Tabel 4.8 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.849 10 
 
          Tabel 4.10. reliabilitas statistik diketahui Nilai Cronbach‟s Alpha 
adalah 0,849 lebih besar dari nilai standar reliabilitas sebesar 0,60 sehingga 
bisa dikatakan bahwa reliabilitas pertanyaan-pertanyaan butir angket 
variabel Kepatuhan WP(Y) sangat baik. 
B. Hasil Penelitian 
1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 
       Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsi data atau membuat 
ringkasan data pada tahap pertama analisis data. Adapun variabel yang 
dianalisis, yakni variabel independen yang terdiri atas Sikap Rasional (X1), 
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Sanksi pajak  (X2), dan Lingkungan wajib pajak (X3) dan variabel dependen 
Kepatuhan pajak (Y) padaKantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegal.         
Tabel 4.9 
Descriptive Statistics 
 
N Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation 
KepatuhanY 100 20 53 41.72 7.615 
SikapRasionalX1 100 18 43 33.55 5.778 
SanksiPajakX2 100 11 33 25.84 4.483 
LingkunganX3 100 17 73 38.48 8.532 
Valid N (listwise) 100     
Sumber : outpus data diolah 
 
Tabel 4.11 menggambarkan deskripsi statistik untuk masing-masing variabel 
yang digunakan dalam penelitian ini. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa 
(1) variabel kepatuhan dari 100 responden yang telah mengisi angket dengan 
jumlah 11 butir/item,  diperoleh rata-rata sebesar 41.72 dengan penyimpangan 
sebesar 7.615 Adapun nilai minimum skore angket variabel Y (KepatuhanWP) 
adalah 20 dan nilai maksimum 53. Artinya dari 11 butir angket diperoleh skor 
minimum 20 dan skor maksimum 53.  
2. Uji Asumsi Klasik 
a. Uji Normalitas 
         Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam 
variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak 
digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal, 
dan dapat diketahui dari grafik normal Plot of Regression Statistic.  
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Gambar 4.2. Distribusi Normal 
 
 
 
 
       Dari grafik tersebut, dapat terlihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar 
garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Sehingga dalam penelitian 
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ini tidak terjadi gangguan normalitas, yang berarti data berdistribusi normal, 
atau dapat dilihat pada tabel berikut. 
 
Tabel 4.10 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
   Kepatuhan
Y 
SikapRasi
onalX1 
SanksiPajak
X2 
Lingkungan
X3 
N 100 100 100 100 
Normal 
Parameters
a,,b
 
Mean 41.72 33.55 25.84 38.48 
Std. Deviation 7.615 5.778 4.483 8.532 
Most 
Extreme 
Differences 
Absolute .147 .149 .132 .094 
Positive .069 .062 .077 .080 
Negative -.147 -.149 -.132 -.094 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.467 1.491 1.321 .943 
Asymp. Sig. (2-tailed) .127 .123 .061 .336 
Monte Carlo 
Sig. (2-
tailed) 
Sig. .125
c
 .121
c
 .054
c
 .316
c
 
99% 
Confidence 
Interval 
Lower Bound .021 .018 .048 .304 
Upper Bound .029 .025 .060 .328 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Based on 10000 sampled tables with starting seed 1993510611. 
 
Berdasarkan tabel di atas, dan merujuk pada ketentuan data berdistribusi 
normal apabila Asymp.Sig > 0.05 maka seluruh variabel penelitian yakni : 
Kepatuhan (Y) = 0,127 ; Sikap rasional-X1 = 0,123 ; Sanksi Pajak-X2= 
0,61  ;  Lingkungan-X3=0,336 > 0,05 sehingga data tersebut berdistribusi 
normal. 
b. Uji Mutikolinearitas 
         Uji Multikolinearitas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya 
variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen 
lain dalam satu model. Deteksi multikolinearitas pada suatu model dapat 
dilihat dari nilai Variance Inflation Factor (VIF) tidak lebih dari 10 dan 
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nilai Tolerance tidak kurang dari 0,1 maka model dapat dikatakan terbebas 
dari multikolinearitas. 
Tabel 4.11 
Hasil Uji Multikoliearitas 
 
Model Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 Constant   
SikapRasional X1 .315 3.171 
SanksiPajakX2 .416 2.301 
ingkunganX3 .560 1.786 
                  Sumber :  Output SPSS Versi 21 
 
         Output SPSS tersebut dapat dilihat bahwa nilai VIF dari ke 3 variabel 
independen adalah memiliki VIF tidak lebih dari 10 ( 3.171 ; 2.301; 1.786 ; 
< 10) nilai Tolerance tidak kurang dari 0,1. (yaitu 0.315; 0.416; 0.560)  
Maka dapat dinyatakan model regresi berganda terbebas dari uji 
Multikolinieritas. 
c. Uji Autokorelasi 
Autokorelasi secara umum terdeteksi melalui uji statistik Durbin Watson, 
dengan hasil output SPSS oautokorelasi sebagai berikut.  
Tabel 4.12 
Hasil Uji Autokorelasi 
 
Model Durbin-Watson 
1 1.775 
                                        Sumber :  Output SPSS  
 
Nilai Durbin Watson (DW) = 1.775 dibandingkan dengan nilai tabel dengan 
taraf signifikan 5%, sampel 100 dan jumlah variabel independen = 3 (K=3) 
diperoleh sebagai berikut. 
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Tabel 4.13 
Durbin Watson Test Bound 
 
 K=3  
N Di Du 
8 
... 
100 
0.3674 
.... 
1.6131 
2,2866 
... 
1,7364 
Sumber : Durbin Waston d Statistik Significance Points for di and du at 0,05 
Level of Significance (Gozali, 2016:459) 
 
 
        Hasil perbandingan nilai DW = 1,775 ternyata lebih besar dari batas 
(di) =1.6131 dan kurang dari 3 - 1,7671 (3-du) artinya tidak bisa menolak 
Ho yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi positif atau negatif, 
sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi. 
d. Uji Heteroskedastisitas 
Suatu model mengandung heteroskedastisitas jika nilai-nilai residunya 
membentuk pola sebaran yang meningkat, artinya secara terus menerus 
bergerak menjauh dari garis 0 (nol) atau terbentuk menyebar secara acak, 
baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Output SPSS: 
Grafik  3  Uji Heteroskedastisitas 
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Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa penyebaran plot yang terpencar dan 
tidak membentuk pola tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak 
terjadi gejala Uji Heteroskedastisitas. 
3. Analisis Regresi Berganda 
Tabel 4.14 
Hasil Uji Regresi Ganda 
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
B Std. Error Beta 
1 (Constant) -1.687 1.425  -1.184 .239 
SikapRasionalX
1 
1.132 .070 .859 16.253 .000 
SanksiPajakX2 .204 .078 .120 2.612 .010 
LingkunganX3 .004 .035 .005 .114 .909 
a. Dependent Variable: KepatuhanY 
 
        Sumber : Output SPSS Versi 21 
 
Ke tiga variabel bebas yakni Sikap rasional (X1), Sanksi pajak (X2), dan 
Lingkungan (X3)yang dimasukkan dalam model regresi variabel  Lingkungan 
(X3) tidak signifikan. Hal ini dapat dilihat probabilitas nilai Lingkungan(X3), 
sebesar 0.909.  Sedangkan Sikap Rasional (X1) dan Sanksi pajak (X2) 
signifikan pada 0,05 atau (0,000 ; 0,020  < 0,05) menunjukkan bahwa 
Kepatuhan (Y) dipengaruhi oleh Sikap rasional  (X1)dan Sanksi pajak (X2), 
adapun persamaan regresinya yakni : 
 
Kepatuhan  (Y) = (-) 1.687+1.132(Sikap rasional-X1) +  0.204(Sanksi pajak- 
X2) +  0.004(Lingkungan-X3) 
 
 
 
58 
 
 
 
Interpretasinya persamaan regresi berganda tersebut adalah sebagai berikut. 
a.  – 1.687  adalah harga konstan yang itu nilai Y tanpa dipengaruhi oleh 
X1 dan Y 
b. 1.132 X1 adalah harga koefisien regresi X1 yang memberi pengertian 
bahwa apabila X1 naik satu satuan, maka akan menambah 
nilai Y sebesar (-) 1.687 begitu pula apabila X1 turun sebesar 
satu satuan, akan menurunkan nilai Y sebesar (-) 1.687 
c. 0.204 X2 adalah harga koefisien regresi X2 yang memberi pengertian 
bahwa apabila X2 naik satu satuan, maka akan menambah 
nilai Y sebesar 0.204 begitu pula apabila X2 turun sebesar 
satu satuan, akan menurunkan nilai Y sebesar 0.204 
d. 0.004 X3 adalah harga koefisien regresi X3 yang memberi pengertian 
bahwa apabila X3 naik satu satuan, maka akan menambah 
nilai Y sebesar 0.004 begitu pula apabila X3 turun sebesar 
satu satuan, akan menurunkan nilai Y sebesar 0.004 
         Nilai Beta pada kolom Standardized Coefficients merupakan nilai yang 
menunjukkan variabel X mana yang paling dominan mempengaruhi variabel Y 
(Kepatuhan). Berdasarkan hasil analisis di atas, diperoleh nilai beta X1 (Sikap 
rasional) = 0.859 oleh karena nilai X1 (Sikap rasional) lebih besar dari X2-
Sanksi pajak dan X3–Lingkungan ( 0.120 ; 0.005) maka dapat dinyatakan 
bahwa variabel  X1 (Sikap rasional) merupakan variabel independen yang 
paling mempengaruhi vriabel Kepatuhan (Y) daripada variabel independen 
yang lain yakni X2-Sanksi pajak dan X3– Lingkungan wajib pajak 
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4. Uji Signifikansi Simultan ( Uji Statistik F) 
        Uji Signifikansi simultan (F test) yang dimaksudkan adalah apakah 
Sikap rasional (X1), Sanksi pajak (X2), dan Lingkungan (X3)berpengaruh 
simultan terhadap Audit delay (Y). 
 
Tabel 4.15 
ANOVA
b
 
Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 5254.570 3 1751.523 346.272 .000
a
 
Residual 485.590 96 5.058   
Total 5740.160 99    
a. Predictors: (Constant), LingkunganX3, SanksiPajakX2, SikapRasionalX1 
b. Dependent Variable: KepatuhanY 
Sumber : Output SPSS Versi 21 
 
Berdasarkan uji Anova (Analysis of Variance) atau F Test diperoleh F hitung 
sebesar 346.272 dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas dibawah 0,05 
atau 0,000 < 0,05 maka model regresi linear berganda tersebut, dapat 
digunakan untuk memperediksi Kepatuhan (Y) yang dapat dikatakan bahwa 
Sikap rasional (X1), Saksi pajak (X2), dan Lingkungan (X3) berpengaruh 
simultan terhadap Kepatuhan (Y).  
Kriteria penilaian hipotesis pada uji F ini adalah : 
ρ (Value)   >  0,05  =  ditolak  
ρ (Value)   <  0,05 = diterima.  
Hasil output SPSS di atas, F=346.272 ; Sig. 0,000 menunjukkan hipotesis 
terbukti secara empiris. 
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5. Uji Signifikansi Parameter Individual ( Uji Statistik t) 
 
Tabel 4.16 
Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
B Std. Error Beta 
1 (Constant) -1.687 1.425  -1.184 .239 
SikapRasionalX1 
1.132 .070 .859 16.25
3 
.000 
SanksiPajakX2 
.204 .078 .120 2.612 .010 
LingkunganX3 
.004 .035 .005 .114 .909 
a. Dependent Variable: KepatuhanY 
Sumber : Output SPSS Versi 21 
Output SPSS tersebut menunjukkan bahwa ke tiga variabel independen yakni 
Sikap rasional (X1), Sansi pajak (X2), dan Lingkungan (X3)secara parsial dapat 
dijelaskan sebagai berikut. 
a. Sikap rasional  (X1), dalam model regresi berpengaruh signifikan negatif 
terhadap Kepatuhan (Y). Probabilitas sebesar 0,000 signifikan pada 0,05 
atau (0,000 < 0,05), dengan demikian hipotesis penelitian yang berbunyi 
“Diduga terdapat pengaruh signifikan sikap rasional terhadap kepatuhan 
pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tegal”, 
diterima dan terbukti secara empiris 
b. Saksi pajak (X2), dalam model regresi tidak berpengaruh signifikan 
terhadap Kepatuhan (Y). Probabilitas sebesar 0,010 signifikan pada 0,05 
atau (0,010< 0,05), sehingga hipotesis penelitian  “Diduga terdapat 
pengaruh signifikansanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada wajib 
pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tegal”, 
diterima dan terbukti secara empiris. 
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c. Lingkungan (X3), yang dimasukkan dalam model regresi tidak 
berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan (Y). Probabilitas sebesar 
0,909 tidak signifikan pada 0,05 atau (0,909 > 0,05), sehingga hipotesis 
yang berbunyi “Diduga terdapatpengaruhlingkungan wajib pajak, terhadap 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Kota Tegal”, ditolak (tidak terbukti) 
1. Koefisien Determinasi 
        Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen Sikap 
rasional (X1), Sanksi pajak(X2), Lingkungan (X3). 
 
Tabel 4.17 
 Hasil Koefisien Determinasi 
 
Model Summary 
Model R R 
Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .957
a
 .915 .913 2.249 
a. Predictors: (Constant), LingkunganX3, Sanksipajak X2, SikaprasionaX1 
b. Dependent Variable: KepatuhanY 
 
 
        Dari hasil output SPSS model summary besarnya adjusted R square 
adalah 0.913  artinya 91,30%  variasi Kepatuhan dapat dijelaskan oleh variasi 
dari ke tiga variabel independen Sikap rasional (X1), Sanksi pajak (X2), 
lingkungan (X3). Selebihnya (100% − 91,30% = 8,70%), dijelaskan oleh 
faktor-faktor lain di luar model.  Standar error of the estimate (SEE) sebesar 
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2.249 semakin kecil nilai SEE akan membuat model regresi semakin tepat 
dalam memprediksi variabel Kepatahun WP.  
 
B. Pembahasan 
Kepatuhan perpajakan menurut Nurmantu (2013) dipahami sebagai suatu keadaan 
dimana wajib opajak (WP) memenuhi semua kewajiban perpajakan dan 
melaksanakan hak perpajakan. Kepatuhan tersebut dapat diidentifikasi dari 
kepatuhan WP dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali 
surat pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran 
tunggakan (Nasucha, 2006). Kepatuhan perpajakan merupakan bentuk perilaku 
sosial. Mengingat bahwa perpajakan merupakan suatu bentuk interaksi pemerintah 
dengan masyarakat yang diatur oleh undang-undang, maka kepatuhan perpajakan 
merupakan tanggapan individu mengenai segala hal yang bersumber dari interaksi 
antara pemerintah dengan masyarakat mengenai perpajakan. Oleh karena itu, 
masalah kepatuhan pajak merupakan masalah yang lazim dalam dunia perpajakan. 
1. Sikap Rasional Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Sikap rasional seperti pertimbangan WP atas untung ruginya memenuhi 
kewajiban pajaknya, ditunjukkan dengan pertimbangan WP terhadap keuangan 
apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya dan risiko yang akan timbul 
apabila membayar dan tidak membayar pajak (Hadi, 2004). Jika WP merasa 
terbebani dan tidak merasakan secara langsung manfaat dari membayar pajak, 
WP cenderungmencoba untuk mengurangi atau bahkan menyembunyikan 
kewajiban membayar pajaknya. 
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Sikap rasional  (X1), dalam model regresi berpengaruh signifikan negatif 
terhadap Kepatuhan (Y). Probabilitas sebesar 0,000 signifikan pada 0,05 atau 
(0,000 < 0,05), dengan demikian hipotesis penelitian yang berbunyi “Diduga 
terdapat pengaruh sikap rasional terhadap kepatuhan pajak orang pribadi pada 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tegal”, diterima dan terbukti secara 
empiris 
2. Sanksi pajak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Mardiasmo (1997: 42) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwaketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) 
akandituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan 
alatpencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma 
perpajakan.Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin 
merugikan wajibpajak. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat 
kepatuhan wajib pajakdalam membayar pajak (Ardyanto, 2014). Wajib pajak 
akan memenuhi kewajibanperpajakannya karena sanksi perpajakan cenderung 
memberikan banyak kerugiankepada mereka (Nugroho, 2006), hal tersebut 
berarti bahwa sanksi perpajakanberpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 
pajak.Saksi pajak (X2), dalam model regresi tidak berpengaruh signifikan 
terhadap Kepatuhan (Y). Probabilitas sebesar 0,010 signifikan pada 0,05 atau 
(0,010< 0,05), sehingga hipotesis penelitian  “Diduga terdapat pengaruh sanksi 
pajak terhadap kepatuhan pajak pada wajib pajak orang pribadi pada Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Kota Tegal”, diterima dan terbukti secara empiris.   
Dilihat dari tabel 4.16menunjukkan beta positif, oleh karena itu semakin tinggi 
tingkat ketegasan sanksiyang diberikan mempengaruhi wajib pajak untuk 
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melaksanakan kewajibannyadalam mematuhi perpajakannya, dengan kata lain 
wajib pajak Kota Tegal memilih mematuhi kewajiban perpajakannya agar tidak 
mendapatkan sanksi.Alasannya adalah wajib pajak akan patuh (karena tekanan) 
karenamereka berfikir adanya sanksi berat yang akan diterima apabila mereka 
tidakmelaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak kepada wajib pajak 
dapatmenyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak 
sehinggadapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri.Hal ini sesuai 
dengan penelitian Hadi (2010) yang menyatakan bahwasanksi perpajakan 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadiyang menyatakan 
bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan positif antarasanksi perpajakan 
terhadap kepatuhan wajib pajak. 
3. Lingkungan wajib pajak Tidak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Lingkungan terdiri keluarga, teman, jaringan sosial dan perdagangan, nilai 
pelaksanaan pajak yang dihubungkan dan informasi tentang WP, termasuk 
didalamnya jumlah nominal dan komposisi penghasilan dan pengeluaran WP, 
peraturan perpajakan yang diikuti dan syarat/permintaan biaya yang sesuai. 
Lingkungan yang mempengaruhi seseorang untuk compliance dan 
noncompliance tidak dapat ditinjau dari hanya satu variabel penyebab (Santi, 
2012). 
Lingkungan wajib pajak yang dimasukkan dalam model regresi tidak 
berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan (Y). Probabilitas sebesar 0,909 
tidak signifikan pada 0,05 atau (0,909 > 0,05), sehingga hipotesis yang 
berbunyi “Diduga terdapatpengaruhlingkungan wajib pajak, terhadap 
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kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Kota Tegal”, ditolak (tidak terbukti).  
Tipe-tipe lingkungan yang compliance tersebut yang pada akhirnya membuat 
WP patuh dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Lazy compliance, yaitu tipe 
lingkungan yang berkaitan erat dengan tipe atau komponen perilaku WP 
sendiri, dengan mengharuskan untuk belajar kerumitan atau perubahan 
peraturan, formulir yang susah dimengerti. Pencatatan yang mendetail, 
permintaan palaporan penghasilan yang bermacam-macam sehingga banyak 
orang yang gagal untuk meluangkan waktu dan energi dalam melaporkan 
pajaknya; (2) Brokered compliance, yaitu tipe lingkungan yang kepatuhan WP 
yang timbul ketika seseorang mendapat anjuran dari professional; dan (3) 
Social compliance, yaitu kepatuhan seseorang terhadap hukum adalah hasil 
secara langsung maupun tidak langsung tekanan dan pengharapan orang-orang 
disekitar dan komunitas. Apabila lingkungan yang tidak kondusif akan lebih 
mendukung WP untuk tidak patuh. Lingkungan yang tidak kondusif seperti: 
lingkungan bisnis WP berada yang sulit menerapkan/mengikuti peraturan yang 
berlaku, prosedur yang berbeliti-belit dan harus mengeluarkan biaya untuk 
urusan di kantor pajak, para pemimpin dan para wakil/tokoh rakyat yang tidak 
patuh terhadap peraturan perpajakan juga memberi contoh yang tidak baik 
terhadap masyarakat. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab 
sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Sikap rasional berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dikaitkan dengan 
hipotesisnya terbukti secara empiris.  
2. Variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dikaitkan 
dengan hipotesisnya terbukti secara empiris.  
3. Lingkungan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, 
dikaitkan dengan hipotesisnya tidak terbukti secara empiris.  
4. Sikap rasional, sanksi pajak dan lingkungan wajib pajak secara simultan 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 
B. Saran  
Beberapa saran terkait dengan kesimpulan tersebut di atas,  dan hasil analisis data 
atas kajian mengenai kepatuhan, sikaprasional, sanksi dan lingkungan wajib pajak 
adalah sebagai berikut:  
1. Bagi Pemerintah khususnya Dirjen Pajak sering melakukan seminar atau 
pelatihan yang berkaitan dengan perpajakan agar mampu mengubah persepsi 
masyarakat terkait dengan sikap rasional wajib pajak yang masih rendah.  
2. Bagi Wajib Pajak perlu memperluas wawasan tentang peraturan perpajakan 
yang berlaku guna mempermudah memenuhi kewajibannya sebagai wajib 
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pajak serta mempertimbangkan segala risiko yang akan dihadapi dalam 
melaksanakan kewajiban perpajakan 
3. Bagi Peneliti Selanjutnya jika tertarik meneliti di bidang yang sama dapat 
menggunakan variabel-variabel yang tidak digunakan dalam penelitian ini, hal 
ini dilakukan karena koefesien dalam koefesien determinasi dalam penelitian 
ini masih dapat ditingkatkan dengan adanya penambahan variabel bebas. 
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KUESIONER PENELITIAN 
 
Pengaruh Sikap Rasional, Sanksi Pajak,dan Lingkungan Wajib Pajak terhadap 
Kepatuhan Pajak(Studi Kasus Pada Wajib  Pajak Orang Pribadi pada Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegal) 
 
 
       Saya, dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pancasakti 
Tegal  sedang mengadakan penelitian tentang Pengaruh Sikap Rasional, Sanksi 
Pajak,dan Lingkungan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak(Studi Kasus Pada 
Wajib  Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegal) 
Demi tercapainya perolehan data primer ini, penyusun mohon kesediaan dan 
kesadaran Bapak-Ibu untuk mengisi angket/kuesioner atau daftar pernyataan yang 
telah disediakan berikut sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, karena dalam hal 
ini jawaban Anda: 
 
� Dijamin kerahasiaannya, 
� Tidak ada kaitannya dengan karier Bapak-Ibu 
� Tidak berhubungan dengan Parpol (partai politik) manapun, 
� Semata-mata hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan. 
 
Atas kesediaan Bapak-Ibu meluangkan waktu guna mengisi kuesioner ini, penyusun 
mengucapkan terima kasih. 
 
1. Petunjuk Pengisian 
a. Kepada Yth. Bapak/ Ibu/ Saudara/ i untuk menjawab seluruh pernyataan yang 
ada dengan jujur dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 
b. Berilah tanda ( √ ) pada kolom yang tersedia dan pilih sesuai hati nurani Anda. 
c. Ada 5 alternatif jawaban, yaitu: 
 
1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 
2 = Tidak Setuju (TS) 
3 = Kurang Setuju  (KS) 
4 = Setuju (S) 
5 = Sangat Setuju (SS) 
 
2. Karakteristik Responden 
a.  N a m a : ___________________________________________ 
b.  U s i a   : ___________________________________________ 
c.  Jenis Kelamin:  ___________________________________________ 
d.  Pendidikan ___________________________________________ 
e.Lama Bekerja : ___________________________________________ 
f. J a b a t a n    : ___________________________________________ 
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A. ANGKET KEPATUHAN WAJIB PAJAK 
 
 
No PERNYATAAN Pilihan Jawaban 
  STS TS N S SS 
1 Wajib Pajak merasa tepat waktu dalam 
menyampaianSPT untuk semua jenis pajak 
     
2 Wajib pajak tidak mempunyai tunggakan pajak 
untuk semua jenis pajak, kecuali ada izin 
mengangsur  atau menunda pembayaran pajak. 
     
3 Wajib Pajak Tidak pernah dijatuhi hukuman 
karena patuh 
     
4 Pembukuan dilakukan terhadap wajib pajak  
untuk mempermudah pemeriksaan, koreksi, dan 
jenis pajak yang terutang 
     
5 Wajib Pajak mampu mengisi formulir pajak 
dengan lengkap dan jelas. 
     
6 Wajib pajak mampu menghitung jumlah pajak 
yang terutang dengan benar. 
     
7 Wajib Pajak membukukan SPT untuk semua 
jenis pajak 
     
8 Wajib pajak berharap ada koreksi dari petugas 
agar tidak terjadi kesalahan 
     
9 Wajib Pajak memenuhi aturan sepanjang ada 
kejelasan dari petugas 
     
10 Wajib pajak mengisi formulir pajak dengan 
lengkap dan jelas. 
 
     
11 Wajib pajak menghitung jumlah pajak yang 
terutang dengan benar. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
73 
 
 
 
 
 
B. ANGKET SIKAP RASIONAL 
 
No PERNYATAAN Pilihan Jawaban 
  STS TS KS S SS 
1 Sikap rasional WP dalam mempertimbangkan 
untung rugi dan motivasi dalam membayar pajak 
     
2 WP bersikap rasional dalam memenuhi 
kewajiban pajak 
     
3 WP memiliki motivasi agar data dalam formulir 
wajib pajak agar tidak diberikan kepada orang 
lain 
     
4 Wajib pajak merasakan reward dari petugas 
cukup menggmbirakan 
     
5 Wajib pajak merasa ada kepercayaan terhadap 
pelayanan yang diberikan  
     
6 Reward terhadap wajib pajak bisa menimbulkan 
sikap semakin baik. 
     
7 Wajib pajak dapat mempertimbangkan resiko 
bila konidi usaha yang  tidak pasti 
     
8 Wajib paja dapat mempertimbangkan resiko bila 
keadaan ketidakpastian khususnya dalam hal 
usaha.   
     
9 Wajib pajak dapat mempertimbangkan resiko 
bila keadaan ketidakpastian khususnya tentang 
laba   
     
 
 
C.  ANGKET SANKSI PERPAJAKAN 
No PERNYATAAN Pilihan Jawaban 
  STS TS N S SS 
1 Sanksi pajak sangat diperlukan untuk 
mengingatkan kepatuhan wajib pajak. 
     
2 Wajib Pajak yang menunggak pembayaran perlu 
diberi sanksi agar disiplin bayar pajak. 
     
3 Sosialisasi perpajakan dilaksanakan agar Wajib 
Pajak memahami pemanfaatan pajak 
     
4 Pengenaan sanksi dilaksanakan dengan tegas 
kepada semua wajib pajak tanpa pandang bulu 
     
5 Pengenaan sanksi dijatuhkan terhadap wajib 
pajak yang melakukan pelanggaran. 
     
6 Wajib Pajak yang bandel dikenai sanksi agar 
tercipta kedisiplinan wajib pajak. 
     
7 Sanksi dijatuhkan terhadap wajib pajak yang      
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melakukan pelanggaran baik administratif 
maupun sanksi atas pelanggaran 
 
D. ANGKET LINGKUNGAN WAJIB PAJAK 
 
 
No PERNYATAAN Pilihan Jawaban 
  STS TS Kurang 
Setuju 
S SS 
1 Seorang ayah dalam lingkungan keluarga, 
dapat memberi teladan dalam membayar 
pajak. 
     
2 Seorang Ibu dalam lingkungan keluarga, 
dapat memutuskan untuk membayar pajak. 
     
3 Dalam keluarga, orang tua dapat menjelaskan 
pentingnya membayar pajak  
     
4 Dalam keluarga, ibu dapat pula menjelaskan 
pentingnya membayar pajak erhadap anak-
anaknya. 
     
5 Wajib Pajak di lingkungan tetangga ada 
informasi tentang SPT 
     
6 Di media sosial face book dapat dijadikan 
media sosialisasi pajak 
     
7 Wajib pajak dapat memanfaatkan akses 
internet untuk melaksanakan pembayaran 
pajak secara on line 
     
8 WP diberi kepercayaan menghitung,  
menyetor, dan melaporkan pajak  terutang. 
     
9 WP menyampaikan SPT diisi secara benar, 
lengkap, dan jelas melalui organisasi yang 
diikuti. 
     
10 Dalam himpunan pengusaha bisa saja 
membentuk tim khusus penyelesaian pajak  
     
11 Dalam perdagangan membuthkan partner 
bisnis untuk menyelesaikan pajak 
     
 
 
 
 
 
 
